SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak  Polisi Resor Musi Rawas) by Samsul, Samsul
 SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 
(KDRT) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 










Abstract: The results of this study are 1) Proof of crime, domestic  violence in the perspective of Islamic law using 4 evidences 
namely  iqrar  (existence  of recognition), Bayyinah  (testimony),  Qasamah (oath),  and  Qarinah (signs or guidance), 2) proof 
(Article 184 of the Indonesian Criminal Code)  using 6 Legal evidence  of witness testimony,  expert  statement, letter, guidance, 
and description  of the defendant 3) similarity of proof of crime Domestic Violence between  Islamic law And the positive law of 
the two laws equally uses testimony of witnesses or testimonies,  evidence  of guidance, testimony of the accused  or acknowledg- 
ment,  and  oath,  4) the difference  in the way of proofing  the crime of domestic  violence  between  Islamic law and  positive law 
lies in the witness (testimony)  , And proof of crime in Islamic law does  not use proof of letter, expert  witness or expert  witness 
testimony,  4) criminal acts Domestic Violence (KDRT) in the jurisdiction Police Resort Musi Rawas caused  by economic factors, 
drug problems, frequent  drinking, gambling,  and infidelity. 
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Abstrak: Hasil penelitian  ini adalah 1) Pembuktian tindak  pidana kekerasan dalam  rumah  tangga  perspektif  hukum  Islam 
menggunakan 4 alat bukti yakni iqrar (adanya pengakuan), Bayyinah  (persaksian), Qasamah (sumpah), dan Qarinah (adanya 
tanda atau petunjuk), 2) pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah  tangga perspektif hukum positif (Pasal 184 KUHP) 
menggunakan 6 Alat bukti yang  sah  yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat,  petunjuk,  dan  keterangan terdakwa, 3) 
persamaan cara  pembuktian tindak  pidana Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  antara hukum  Islam dan  hukum  positif pada 
kedua  hukum  tersebut  sama-sama menggunakan keterangan saksi atau  persaksian, bukti petunjuk,  keterangan terdakwa  atau 
pengakuan, dan sumpah, 4) perbedaan cara pembuktian tindak pidana Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  antara hukum  Islam 
dan hukum positif terletak pada persaksian, dan pembuktian tindak pidana dalam hukum Islam tidak menggunakan bukti surat, 
saksi ahli atau  keterangan saksi ahli, 4) tindak pidana Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT) di wilayah hukum  Polisi Resor 
Musi Rawas disebabkan oleh  faktor ekonomi, masalah narkoba, sering minum-minuman keras, judi, dan perselingkuhan. 
 






Eksistensi perkawinan dalam  kehidupan manusia 
ternyata juga  tidak  selalu  dapat  diwujudkan sesuai 
dengan tujuan  perkawinan itu sendiri. Perkawinan 
kadang-kadang harus  putus  di  tengah   jalan  seperti 
akibat  dari  kekerasan yang  dilakukan  oleh  anggota 
keluarga,  atau  biasa  disebut  dengan Kekerasan  Da- 
lam Rumah  Tangga  (KDRT). Salah  satu  bentuk  Kek- 
erasan   Dalam  Rumah   Tangga   (KDRT) yang  sering 
terjadi saat ini adalah tindak pidana kekerasan dalam 
rumah  tangga  yang berbasis  gender. 
Tingkat Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) 
terhadap istri di Indonesia masih tinggi. Adapun 
sepanjang tahun  2010  menurut catatan Komisi Na- 
sional Anti Kekerasan  Terhadap Perempuan (Komnas 
Perempuan), terdapat sekitar  seratus  ribu  kasus  dan 
kasus  kekerasan perempuan di ranah  publik  seperti 
pemerkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual 
sekitar  3.530   kasus.  Laporan baru  Komnas  Perem- 
puan  menunjukkan Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga 
(KDRT) mencapai hampir  96  persen  kekerasan ter- 
hadap perempuan. Selanjutnya berdasarkan ket- 
erangan dari  Asisten Deputi  Penanganan  Kekerasan 
Terhadap  Perempuan  Kementerian  Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, Retno Adji Prase- 
tiaju, menyatakan pihaknya saat  ini sedang  berkoor- 
dinasi  dengan Kepala  Polisi Republik  Indonesia agar 
Unit  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  dapat  di- 
lakukan pula oleh Polisi Sektor.1 
Pembuktian  dalam   Hukum   Acara  Pidana dapat 
diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan 
keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan 
barang  bukti guna  memperoleh suatu  keyakinan  atas 
benar  tidaknya  perbuatan pidana yang  didakwakan 
serta dapat mengetahui ada tidaknya  kesalahan pada 
diri terdakwa. Dalam  Undang-Undang Nomor  8 Ta- 
hun 1981  (KUHAP) ada 5 (lima) alat bukti sah. 
 
“Menurut Pasal 184 KUHAP alat-alat bukti sah 
adalah; keterangan saksi,  keterangan ahli,  surat, 




1Fathiyah    Wardah,    “Lebih   dari   90   Persen   Kekerasan   terhadap 
Perempuan  Terjadi  di  Rumah   Tangga’,  artikel  diakses  pada   15  Januari 
2017    dari   http://www.voaindonesia.com/a/kdrt-masih-tinggi-di-indonesia- 
117538588/90583.htm1 
2Andi  Hamzah,  Pengantar Hukum  Acara  Pidana   Indonesia  (Jakarta: 
Ghalia, 1984), h. 77. 
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Selain itu salah satu alat bukti kejahatan yang 
dilakukan  seseorang dalam  tindak  pidana yang  ada 
pada  ranah  penengak hukum  dalam  hal  ini adalah 
kepolisian  salah  satunya adalah dengan pengambi- 
lan  sumpah dari  pelaku,  korban, dan  saksi korban. 
Pengambilan sumpah dalam  ranah  tindak  kejahatan 
lingkup kepolisian  dilakukan  oleh  penyidik  terhadap 
pelaku  kejahatan dan  sumpah tersebut  dicatat  dalam 
bentuk  tulisan  dimana pernyataan sumpah diangkat 
atau diambil dari pelaku, saksi korban, dan disaksikan 
oleh  para  saksi. Dalam  Hukum  Pidana Islam sistem 
pembuktian yang  digunakan tidak menganut mutlak 
empat  teori sistem pembuktian pada  umumnya yaitu 
sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang 
secara positif, berdasarkan keyakinan  hakim saja, 
berdasarkan keyakinan   hakim  yang  didukung oleh 
alasan  yang  logis, dan  berdasarkan undang-undang 
negatif. Hal ini disebabkan selain karena  hukum Islam 
bukanlah hukum  yang berdasarkan pada  sistem com- 
mon law  (keputusan hakim) atau  civil law (peraturan 
perundang-undangan atau  undang-undang), juga 
dikarenakan sistem  pembuktian tersebut  didasarkan 
pada  Al-quran,  As-Sunnah, dan  Ar-Rayu atau  penal- 
aran  yang biasanya berupa pendapat-pendapat para 
fuqaha  atau  para  alim ulama.3 
Salah  satu  Unit  yang  menangani permasalahan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polisi Re- 
sor Musi Rawas adalah Unit Perlindungan Perempuan 
dan Anak. 
Berdasarkan hasil pra  penelitian  peneliti  di Polisi 
Resor Musi Rawas diketahui  bahwa  ada beberapa 
penyebab terjadinya  tindak  pidana kekerasan dalam 
rumah  tangga,  terutama kekerasan dalam bentuk  fisik 
seperti karena  permasalahan ekonomi  keluarga  yang 
sulit, kecanduan narkoba atau  minuman keras, adan- 
ya  campur  tangan  pihak  ketiga,  dan  terjadinya  du- 
gaan  perselingkuhan dari salah satu pasangan suami 
atau  istri. 
Adapun  dalam  sistem (tata  cara)  pembuktian tin- 
dak  kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  dilakukan 
oleh  unit  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  Polisi 
Resor Musi Rawas tersebut  apabila  ditelaah  lebih 
mendalam akan  tampak  adanya titik persamaan dan 
perbedaan cara pembuktian tindak pidana kejahatan 
(jarimah)  dalam  konsep  hukum  Islam. 
 
Rumusan masalah 
1. Bagaimana cara  pembuktian tindak  pidana  kek- 
erasan  fisik dalam  rumah  tangga  menurut hukum 
Islam? 
2. Bagaimana cara  pembuktian tindak  pidana  kek- 
erasan  fisik dalam  rumah  tangga  menurut hukum 
 
3Dwi Fifi  Feranti, “Teori-Teori Pembuktian  dalam Hukum Pidana 
Islam”makalahdiakses pada  30 Januari  2017  dari http://ferantiknowledge. 
blogspot.co.id/2015/05/teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana.htm1 
positif? 
3. Apa penyebab terjadinya  tindak pidana kekerasan 
fisik dalam  rumah  tangga  di wilayah  hukum  Polisi 
Resor Musi Rawas? 
4. Apa saja bentuk  kekerasan fisik dalam rumah  tang- 
ga yang terjadi di wilayah hukum  Polisi Resor Musi 
Rawas selama  tahun  2016? 
 
Tujuan Penelitian 
Tujuan  dari penelitian  ini adalah: 
1. Untuk menganalisis cara pembuktian tindak pidana 
kekerasan fisik, dalam  rumah  tangga  menurut hu- 
kum Islam. 
2. Untuk menganalisis cara pembuktian tindak pidana 
kekerasan fisik, dalam  rumah  tangga  menurut hu- 
kum positif. 
3. Untuk   mengetahui  penyebab  terjadinya    tindak 
pidana  kekerasan fisik, dalam   rumah   tangga   di 
wilayah hukum  Polisi Resor Musi Rawas. 
4. Untuk  mengetahui bentuk   kekerasan fisik dalam 
rumah  tangga  yang terjadi di wilayah hukum  Polisi 
Resor Musi Rawas selama  tahun  2016. 
 
Metode Penelitian 
Jenis penelitian  yang digunakan adalah penelitian 
kualitatif (qualitative research). Penelitian  kualitatif 
adalah penelitian  yang bermaksud untuk  memahami 
fenomena tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  pe- 
nelitian  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tinda- 
kan,  dan  lain-lain,  secara  holistik dan  dengan cara 
deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa, pada 
suatu  konteks yang alamiah  dan  dengan memanfaat- 
kan berbagai metode.4 
Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini ada- 
lah metode deskriptif analisis yang ditunjang  oleh data 
yang  diperoleh melalui  penelitian  kepustakaan (library 
research),  dan   penelitian   lapangan  (field  research). 
Adapun  penelitian  kepustakaan (library research)  ada- 
lah menelaah, mengkaji  dan  mempelajari berbagai lit- 
erature  (referensi) yang erat kaitannya dengan masalah 
yang akan dibahas. Dikatakan Penelitian lapangan (Field 
Research),  karena  peneliti dalam  penelitiannyaan guna 
mendapatkan data-data langsung  datang  ke lokasi pe- 
nelitian yakni Unit Perlindungan Perempuan dan  Anak 
(Unit PPA) Polisi Resor Musi Rawas, guna  memperoleh 
data  yang jelas dan  representatif. Dalam hal ini peneliti 
melakukan wawancara dengan Kanit PPA Polisi Resor 
Musi Rawas dan personilnya. 
 
Kajian Teori 
Dalam  Pasal  5 Nomor  23 Tahun  2004  butir a,b,c 
dan  d  Tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Ru- 
 
 
4Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Rem- 
aja Rosdakarya,  2005), h. 4 
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mah Tangga dijelaskan bahwa:  “Setiap orang dilarang 
melakukan kekerasan dalam  rumah  tangga  baik kek- 
erasan  fisik, psikis, seksual  atau  penelantaran rumah 
tangga  dan lain sebagainya.”5 
Selanjutnya pada  pasal  6, 7, 8, dan  9 dijelaskan 
bahwa: 
“Kekerasan fisik ialah perbuatan  yang menyebab- 
kan rasa sakit, baik luka ringan maupun luka berat. 
Kekerasan  psikis adalah tindakan  seseorang  yang 
mengakibatkan munculnya perasaan takut atau rasa 
ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak, 
timbulnya  rasa tidak berdaya,  hilangnya  rasa per- 
caya diri, dan atau penderitaan  psikis berat lainnya 
yang  dialami  seseorang  tersebut.  Kekerasan  sek- 
sual meliputi;  pemaksaan hubungan seksual  yang 
dilakukan terhadap orang yang menetap dalam 
lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubun- 
gan seksual terhadap  salah seorang dalam lingkup 
rumah  tangganya  dengan  orang lain untuk  tujuan 
komersial dan/atau tujuan tertentu. Setia orang 
dilarang juga melakukan perbuatan  penelantaran 
terhadap orang yang menjadi tanggungjawabnya 
dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hu- 
kum  yang  berlaku  baginya  atau persetujuan  atau 
perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, pera- 
watan  atau pemeliharaan kepada  orang  tersebut. 
Penelantaran  juga berlaku  bagi setiap orang yang 
mengakibatkan ketergantungan ekonomi  dengan 
cara membatasi atau melarang untuk  bekerja yang 
layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban 
berada di bawah kendali orang tersebut.6 
 
Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap perem- 
puan  dalam kajian hukum positif lainnya di Indonesia 
yakni  kajian  dalam   Kitab  Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) dijelaskan  bentuk-bentuk kekerasan 
terhadap perempuan antara lain: 
“Bersetubuh  dengan wanita di luar pernikahan, 
sedangkan   diketahui   sebenarnya  wanita  itu  da- 
lam keadaan  pingsan atau tidak berdaya,  diancam 
dengan  pidana  penjara  paling lama  sembilan  ta- 
hun,  bersetubuh dengan  seorang  wanita  di  luar 
pernikahan, padahal  umumnya belum  lima belas 
tahun,   atau  kalau  umumnya tidak  jelas,  bahwa 
belum   waktunya  untuk   dikawin,   diancam   den- 
gan pidana  penjara  paling lama  sembilan  tahun, 
dalam perkawinan bersetubuh dengan  seorang 
wanita yang  ia ketahuinya atau sepatutnya harus 
diduga  bahwa  wanita  tersebut   belum   waktunya 
untuk  dikawin,  apabila perbuatan  mengakibatkan 
luka-luka,  diancam  dengan  pidana penjara paling 
 
 
5UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (Yogyakarta: Bening, 2010), h. 19 
6UU RI Nomor  23 Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan..., 
h. 19-20 
lama empat  tahun.  Jika perbuatan  mengakibatkan 
luka-luka   berat,  dijatuhkan   pidana   penjara  pal- 
ing lama  delapan  tahun,  dan  jika mengakibatkan 
mati  dijatuhkan  pidana  penjara  paling  lama  dua 
belas tahun.  Dengan  cara kekerasan  atau dengan 
suatu ancaman  kekerasan  memaksa seorang untuk 
melakukan atau membiarkan dilakukan  perbuatan 
cabul, diancam  karena melakukan perbuatan  yang 
menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana 
penjara paling lama sembilan  tahun.7 
 
Dari  penjelasan bentuk   kekerasan dalam   rumah 
tangga di atas, maka dapat disimpulkan  bahwa  secara 
garis  besarnya ada  empat   bentuk  kekerasan dalam 
rumah  tangga  yang  meliputi;  kekerasan fisik, psikis, 
seksual atau  penelantaran rumah  tangga.  Dan dalam 
kajian Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana (KUHP) 
tindak  kekerasan dalam  perempuan dapat berbentuk 
bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, 
padahal diketahui  bahwa  wanita  itu dalam  keadaan 
pingsan  atau  tidak  berdaya, bersetubuh dengan se- 
orang wanita yang belum waktunya untuk dikawin, 
dengan cara  pemaksaan yang  mengakibatkan  luka- 
luka,  serta  kekerasan atau  ancaman  kekerasan me- 
maksa  seorang   untuk  melakukan atau  membiarkan 
dilakukan  perbuatan cabul. 
 
Pembahasan 
Adapun  untuk memperoleh informasi cara penan- 
ganan  dan  pembuktian tindak  pidana Kekerasan  Ru- 
mah Tangga (KDRT) maka diperlukan  informan  pene- 
litian. Adapun  informan  Penelitian  sekaligus  sebagai 
responden penelitian  adalah sebagai  berikut: 
a.  Kepala  Unit  PPA  Polisi  Resor  Musi Rawas:  Ipda 
Suyatno 
b.  Bagian  Unit  Perlindungan (Banit  Lindung)  Polisi 
Resor  Musi  Rawas:    Aipda  Putra  Astaman   dan 
Bripda Selvia Herman 
c.  Bagian  Unit Penyidik  dan  Penyelidikan (Banit  In- 
dik) adalah: 
Aiptu  Bambang Eka,  SH.,  Brigpol  Rano  Parigan, 
SH., Briptu Nora Dita, SE., Bripda Sevina  Sari dan 
Bripda Febrika Mutilianty. 
Berdasarkan kajian pustaka  berupa teori-teori ten- 
tang pembuktian tindak  kekerasan fisik dalam  rumah 
tangga   (KDRT)  menurut  pandangan  hukum   Islam 
yang  dikemukakan oleh  para  ahli dan  hasil temuan 
penelitian  dilapangan yang sudah  dilakukan  oleh pe- 
neliti di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit 
PPA) Polisi Resor Musi Rawas,  maka  barulah  peneliti 




7KUHAP dan KUHP Dilengkapi UU No. 27 Tahun 1999 Tentang KUHP 
yang berkaitan dengan  Kejahatan Terhadap Keamanan  Negara (Tangerang: 
SL Media, t.t), h. 109-110 
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musan  penelitian  yang  telah  diajukan  peneliti  pada 
bab pendahuluan. 
 
1. Cara Pembuktian  Tindak Pidana Kekerasan 
Fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspek- 
tif Hukum Islam. 
Pembuktian menurut istilah bahasa arab  berasal 
dari  kata  “bayyinah” yang  artinya  suatu  yang  men- 
jelaskan.  Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah  dalam  kitabnya 
At-Turuq al-Hukmiyah mengartikan “bayyinah” se- 
bagai  segala  sesuatu  atau  apa  saja yang  dapat men- 
gungkapkan  dan   menjelaskan kebenaran  sesuatu.8 
Pembuktian  secara   etimologi   berasal   dari   “bukti” 
yang berarti sesuatu peristiwa. Sedangkan secara 
terminologis,   pembuktian  berarti  usaha   menunjuk- 
kan  benar  atau  salahnya seseorang terdakwa  dalam 
sidang pengadilan.9  Pembuktian juga merupakan ke- 
tentuan yang  mengatur alat-alat  bukti yang  dibenar- 
kan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim 
untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.10 
Dari beberapa pengertian pembuktian di atas, maka 
penulis   menyimpulkan  bahwa   pembuktian adalah 
segala  usaha  untuk  menunjukkan, menjelaskan dan 
membuktikan benar   atau  salahnya seseorang yang 
terdakwa  dalam  sidang  pengadilan dengan menggu- 
nakan  dan  mengatur alat-alat  bukti yang dibenarkan 
undang-undang yang boleh  dipergunakan hakim un- 
tuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. 
Dalam  hukum  Islam para  ulama  berbeda penda- 
pat mengenai jenis-jenis alat bukti yang dapat diguna- 
kan dalam  tindak  pidana. Pertama, menurut jumhur 
ulama  untuk  pembuktian jarimah  qishash  dan  diyat 
dapat digunakan tiga  cara  (alat)  pembuktian  yakni 
berupa pengakuan, persaksian, dan al-qosamah. Ked- 
ua,  menurut sebagian fuqoha  seperti  Ibn Al-Qayyim 
untuk  pembuktian qishash   dan   diyat  digunakan 4 
cara  pembuktian yakni iqrar (pengakuan), Bayyinah 
(persaksian), al-qosamah (sumpah), dan  qarinah (se- 
tiap tanda atau  petunjuk).11 
 
2.  Cara Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan 
Fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspek- 
tif Hukum Positif. 
Pembuktian terhadap tindak Kekerasan Dalam Ru- 
mah Tangga (KDRT) dalam Pasal 55 Undang-Undang 
Nomor  23  Tahun   2004  tentang  Penghapusan Kek- 
 
 
8Sulaikin Lubis, dkk, Hukum Acara Perdata  Peradilan  Agama (Jakarta: 
Kencana, 2006), h. 135 
9Masroni  Wardi,  “Teori  Pembuktian   Pidana   Islam”  artikel  diakses  6 
Maret 2017  dari http://masroni-wardi.blogspot.co.id/2012/03/teori-pembuk- 
tian-pidana-islam.htm1 
10M, Yahya  Harahap, Pembahasan Permasalahan dan  Penerapan KU- 
HAP (Pemeriksaan Sidang  Pengadilan,  Banding,  dan  Peninjauan Kembali) 
(Jakarta:  Sinar Grafika, 2006), h. 274 
11Masroni  Wardi,  “Teori  Pembuktian   Pidana   Islam”  artikel diakses  6 
Maret 2017  dari http://masroni-wardi.blogspot.co.id/2012/03/teori-pembuk- 
tian-pidana-islam.htm1 
erasan  Dalam Rumah Tangga dapat dilakukan dengan 
hanya  mendengarkan keterangan saksi korban, atau 
dapat juga  ditambah atau  disertai  dengan alat  bukti 
yang sah lainnya. 
Adapun   pada   Pasal  184   Kitab  Undang-Undang 
Hukum  Pidana (KUHP) dijelaskan  bahwa: 
“Alat bukti  yang  sah  ialah  keterangan saksi,  ket- 
erangan ahli,  surat,  petunjuk,   keterangan terdakwa, 
dan   hal  yang  secara   umum   sudah   diketahui   tidak 
perlu dibuktikan.”12 
a.    Keterangan Saksi 
b.    Keterangan Ahli. 
c.    Surat 
d.    Petunjuk 
e.    Keterangan terdakwa 
 
3.   Cara Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Unit Per- 
lindungan Perempuan Dan Anak Di Wilayah 
Hukum Polisi Resor Musi Rawas. 
Berdasarkan hasil temuan dan penelitian  lapangan 
yang telah peneliti lakukan  yakni di Polisi Resor Musi 
tepatnya  pada   Unit  Perlindungan Perempuan dan 
Anak (Unit PPA) melalui wawancara terhadap respon- 
den,  maka  untuk  pembuktian tindak  kekerasan fisik 
dalam  rumah  tangga  diperoleh hasil penelitian  seba- 
gai berikut: 
 
4.   Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekeras- 
an Fisik Dalam  Rumah  Tangga  Di Wilayah 
Hukum Polisi Resor Musi Rawas 
Sebagaimana telah  dijelaskan  pada  bab  III (Lan- 
dasan  Teori), bahwa  terdapat beberapa penyebab 
terjadinya  kekerasan fisik dalam  rumah  tangga  baik 
secara umum,  maupun secara khusus, yakni yang ter- 
jadi di wilayah hukum Polisi Resor Musi Rawas seperti; 
disebabkan permasalahan perekomian keluarga  yang 
sempit atau  susah,  masalah keterlibatan dalam  peng- 
gunaan narkoba termasuk  juga dalam  hal ini kecand- 
uan  minuman keras,  masalah perjudian dan  adanya 
perselingkuhan atau  dugaan adanya perselingkuhan 
dari salah satu pasangan suami atau  istri. 
 
5. Bentuk Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tang- 
ga yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polisi Re- 
sor Musi Rawas Selama Tahun 2016 
Tindak  kekerasan fisik dalam  rumah  tangga  yang 
dilakukan  pelaku  terhadap korban  dapat menimbul- 
kan rasa sakit, menimbulkan penyakit, jatuh sakit, luka 
ringan,  luka  berat  dan  bahkan dapat menyebabkan 
korban  mengalami kematian.   Berdasarkan wawan- 




12KUHAP dan KUHP…, h. 278 
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Unit PPA Polisi Resor Musi Rawas)  diketahui  bentuk 
kekerasan fisik dalam  rumah  tangga  yang  terjadi  di 
wilayah  hukum  Polisi Resor  Musi Rawas  sepanjang 
tahun  2016. 
Tindak  kekerasan fisik dalam  rumah  tangga  yang 
dilakukan  pelaku  terhadap korban  dapat menimbul- 
kan rasa sakit, menimbulkan penyakit, jatuh sakit, luka 
ringan,  luka  berat  dan  bahkan dapat menyebabkan 
korban  mengalami kematian.   Berdasarkan wawan- 
cara  peneliti  dengan Bapak   Ipda  Suyatno  (Kepala 
Unit PPA Polisi Resor Musi Rawas)  diketahui  bentuk 
kekerasan fisik dalam  rumah  tangga  yang  terjadi  di 
wilayah  hukum  Polisi Resor  Musi Rawas  sepanjang 
tahun  2016. 
Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan pada 
arsip  di Unit PPA  tahun  2016,  diketahui  bahwa  te- 
lah terjadi 15 KDRT, dimana dari semua  kasus KDRT 
tersebut terdapat 5 bentuk KDRT dalam kategori berat 
dan  10 masuk  dalam  kategori KDRT ringan.  Adapun 
bentuk   penganiayaan dalam   KDRT yang  tergolong 
penganiayaan berat  adalah kasus  KDRT yang  me- 
nyebabkan korban  mengalami luka, dan  menyebab- 
kan korban  terhalang  menjalankan aktivitas kesehar- 
ian/kehidupannya untuk  jangka  waktu lama,  dan  hal 
ini didasarkan pada  hasil visum pihak rumah  sakit.13 
 
6.  Jumlah Kasus Kekerasan Fisik Dalam Rumah 
Tangga Di Wilayah Hukum Polisi Resor Musi 
Rawas Tahun 2016 
Berdasarkan data  arsip Unit Perlindungan Perem- 
puan  dan  Anak (Unit PPA) Polisi Resor  Musi Rawas 
di atas  dapat diketahui  bahwa  selama  kurun  waktu 
tahun  2016  telah terjadi sebanyak 15 kasus tindak pi- 
dana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) yang 
disebabkan permasalahan perekomian keluarga  yang 
sempit atau  susah,  masalah keterlibatan dalam  peng- 
gunaan narkoba termasuk  juga kecanduan minuman 
keras,   perjudian  dan   adanya  perselingkuhan  dari 
salah satu pasangan suami atau  istri. 
Berdasarkan uraian  hasil  penelitian   dan  pemba- 
hasan  di atas, maka  dapat disimpulkan  bahwa  dalam 
pandangan hukum  Islam  dan  hukum  positif bahwa 
alat bukti sah yang digunakan untuk pembuktian ada 
tidaknya  kebenaran seseorang melakukan suatu  tin- 
dak  pidana atau  kejahatan pada  kedua  pandangan 
hukum   tersebut   sama-sama menggunakan keteran- 
gan saksi atau  persaksian, bukti petunjuk,  keterangan 
terdakwa  atau  pengakuan, dan sumpah. 
Selain  itu ada  perbedaan cara  pembuktian tindak 
pidana Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga (KDRT) per- 
spektif antara hukum  Islam dan  hukum  positif seperti 
dalam  hal  saksi (persaksian)  hukum  Islam menguta- 
 
 
13Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Suyatno, Kepala Unit PPA Polisi 
Resor Musi Rawas, Kamis Tanggal 6 Juli 2017 
makan  adanya dua orang saksi laki-laki, jika tidak ada 
dua orang saksi laki-laki boleh menggunakan seorang 
saksi laki-laki dan  dua  orang  perempuan, sedangkan 
dalam  hukum  positif tidak  ada  perbedaan dan  pen- 
gutamaan jenis kelamin apakah seorang  saksi itu dari 
saksi lelaki atau  perempuan. 
Selanjutnya perbedaan lainnya,  dalam  hukum  Is- 
lam tidak disebutkan adanya penggunaan surat  dan 
keterangan saksi ahli untuk pembuktian adanya tidak 
pidana  atau   kejahatan,  sedangkan  dalam   hukum 
positif  diperlukan   adanya bukti  surat  dan   keteran- 
gan  saksi  ahli  untuk  melengkapi  dan   memperkuat 
alat bukti yang sah dalam  pembuktian adanya tindak 
pidana atau  kejahatan. Apalagi untuk  tindak  pidana 
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) pada  um- 
umnya  bukti surat dan keterangan saksi ahli biasanya 
berupa hasil visum kedokteran sangat  diperlukan  un- 
tuk memperkuat adanya bukti tindak pidana kekeras- 
an dalam  rumah  tangga  (KDRT) tersebut. 
Adapun   penggunaan petunjuk  atau  bukti  petun- 
juk dalam  hukum  positif diperlukan  dan  digunakan 
sebagai  petunjuk  dan  arahan bagi  penyelidikan un- 
tuk melakukan penyidikan, sedangkan petunjuk  da- 
lam pandangan hukum  Islam dalam  penggunaannya 
masih diperselisihkan oleh para ulama  dan mengang- 
gap petunjuk  masih diragukan penggunaannya seba- 
gai alat bukti kejahatan. 
Berdasarkan data  arsip Unit Perlindungan Perem- 
puan  dan  Anak (Unit PPA) Polisi Resor  Musi Rawas 
diketahui   bahwa   selama   kurun  waktu  tahun   2016 
telah  terjadi  sebanyak 15  kasus  tindak  pidana Kek- 
erasan  Dalam Rumah Tangga (KDRT), dengan rincian 
yakni kasus;   karena  sulitnya perekonomian keluarga 
sebanyak 5 kasus  (penganiayaan berat  2 kasus  dan 
penganiayaan ringan 3 kasus), karena  pengaruh 
narkoba dan  miras  4  kasus  (penganiayaan berat  1 
kasus dan  penganiayaan ringan 3 kasus), karena  per- 
selingkuhan  3 kasus (penganiayaan berat 2 kasus dan 
Penganiayaan ringan 1 kasus), karena  pengaruh Judi 
3 kasus (penganiayaan ringan). 
 
Kesimpulan 
Setelah  penulis  menguraikan permasalahan, dan 
sampai  pada  pembahasan, dapat diambil kesimpulan 
sebagai  berikut: 
1.  Cara  pembuktian tindak  pidana kekerasan dalam 
rumah  dalam  perspektif  hukum  Islam mengguna- 
kan  4 alat bukti yakni iqrar (adanya pengakuan), 
Bayyinah   (persaksian), Qasamah  (sumpah), dan 
Qarinah (adanya tanda atau  petunjuk). 
2.  Cara  pembuktian tindak  pidana kekerasan dalam 
rumah  dalam  perspektif  hukum  positif (Pasal  184 
KUHP) menggunakan 5 Alat bukti yang sah yakni 
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, 
keterangan terdakwa. 
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3.  Penyebab terjadinya  tindak pidana kekerasan fisik 
dalam  rumah  tangga  di wilayah  hukum  Polisi Re- 
sor Musi Rawas antara lain karena; sulitnya pereko- 
nomian   keluarga,   pengaruh narkoba dan  miras, 
pengaruh perjudian (judi),   serta  adanya campur 
tangan  keluarga  dalam  permasalah keluarga  yang 
sedang  dihadapi pihak  pelaku  dan  korban  yang 
ikut mempertajam permasalah yang sudah  ada. 
4.  Pada  tahun  2016  telah  terjadi  sebanyak 15 kasus 
tindak  pidana Kekerasan   Dalam  Rumah   Tangga 
(KDRT) di wilayah hukum Polisi Resor Musi Rawas 
dengan rincian bentuk  kekerasan yang terjadi ada- 
lah 5 (lima) kategori  bentuk  penganiayaan berat, 
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